BUPATI BANDUNG BARAT

‘-_—_—-————___-_—__

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RINCIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI LINGKUNGAN KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa dalam rangka membiayai kebutuhan desa dalam
pen‘yeienggaraan pembangunan di desa, perlu dialokasikan Dana
Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2009:

bahwa pepgalokasian Dana Perimbangan Desa termaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4389),

. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
H;ﬁgagr:nndaggara Republik |ndonesi2} Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Rapubhk_ Indone_sua Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan _Kedua Atas
e Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undan9 blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59

ara Repu :
grl_aenr:bb:;:;‘ Lg:,garan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4688),
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MENETAPKAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang di
Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat

1
2

Pemerintah Daera

10.

1.

2
13.

14.

15,

16.

: PERATURAN BUPATI
PERIMBANGAN DESA DI LINGKUNGAN

Peraturan Pemeri
rintah
Keuangan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

L .
Nomor 140, Tambéh:?faran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
4578); embaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemeri

Negara RepthE:irllcm?h Nom‘?f 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

Lembaran Ne ndonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan
gara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan - .

Pedoman P“gﬁg::glaoalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

dengan Peratura :nn Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

tentang Perubah N Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

2006 fents an Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

P ;

ersjunen Moo, Lelan. Neo o flomedjeplbin 2007 tentang
a Cara Pelaporan d iawaban

Penyelenggaraan Pemerintah Desa; P an Pertanggungjawaba

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

ieraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang
lokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nomor 2 seri D),

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nomor 7 seri D),

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Barat Nomor 2),

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2008 Nomor )

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

TENTANG  RINCIAN ALOKASI DANA
KABUPATEN BANDUNG

BARAT TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB |
KE.TENTUAN UMUM
pasal 1

maksud dengan:

h adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat .
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung

Barat.

kat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

Desa adalah kesatuan masyara :
benOEnS huntuk mengatur an mengurus kepentingan masyarakat setempat,
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perdasarkan asal-usul dan agat istia

: dat s .
semerintahan Negara Kesatuan = etempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

publik Indonesia.

; pemerintah Desa adalah kepala des

~

- pemerintahan desa. a dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

g Badan Permusyawaratan Desa, selan
merupakan perwujudan demokrasi da!aruutnya aisingkat BPD, adalah lembaga yang

Unsur penyelenggara pemerintahan desam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai

g Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat sesuai den
an : :
desa dalam memberdayakan masyarakgat. SEEOtice oot eS| paRan it eSO IE]

10'1?31?::2:::::?(22?” d?nh Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah
: gan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11 Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa d
a
sembangunan Desa. P lam rangka menyusun rencana

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13 Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah perolehan bagian keuangan desa dari
Kabupaten.

14 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

15.Alokasi Dana Perimbangan Desa, yang selanjutnya disebut ADD, adalah perolehan
bagian keuangan desa dari kabupaten.

16.Alokasi Dana Perimbangan Desa Minimal,
minimal yang diterima oleh masing-masing
menurut asas merata.

17.Alokasi Dana Perimbangan Desa Proposional, yang selanjutnya disebut ADDP, adalah
dana yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang

ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
18 Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana yang
kepada desa tertentu dengan tujuan untuk

berasal dari APBD yang dialokasikan .
membantu mendanai iegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan

prioritas daerah. - |
18.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orzng ;:ngggka?ku r:)ag;gakseaﬁ-igﬁ
i ang seimbang, yang apat dipaksaka rkan

S, e aeIg perlaku, yangd digunakan untuk membiayai

a
peraturan perundang-undangan ¥ ng bangunan daerah.

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pem . ‘ |
daerah sebagal pembayaran atas jasa atau

20. i ungutan LT .
g:;:;z:znn ?z?:r?:n;?j‘igng kﬁusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah

2 ibadi atau badan.
daerah untuk kepentingan orang pribadi _ . .
21 Rencana P bpan ungan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
F’embannag un:rr? Desga (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan desa periode 1 (satu)

tahun.

yang selanjutnya disebut ADDM, adalah dana
desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama
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BAB I|
RINCIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 2

(1) Rinrc:t!:Sng;amSlpBﬁJr;a”Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2009 diberikan kepada 165
(se ma) Desa sebesar Rp 22.379.000.000,00 (dua puluh dua milyar

tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupi inci _
yang tidak terpisahkan dari Perg luranFi)n&ilh)‘ yang rinciannya tercantum dalam Lampiran |

: kor untuk variabel ind :
(2) Besardn S , Independen utama dan variabel independen tambahan,
tercantum dalam Lampiran Il yang tidak terpisahkan dari Peraturan in?.

(3) Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada desa diatur
oleh Bupati.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Maret 2009

% BURAYX, BANDUNG BARAT,

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Maret 2009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR
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